
BUPATI LOMBOK BARAT 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT 

NOMOR 34 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LOMBOK BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, 
dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola 
pemerintah yang baik (good governance), perlu adanya 
pertanggungjawaban yang dilaporkan pada setiap 
akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat ( 1 )  Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pimpinan 
Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis 
evaluasi AKIP di instansinya masing-masing; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati ten tang Pedoman Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; 

1 .  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negarayang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  
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3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) ;  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Insdonesia Nomor 6041 ) ;  

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansii Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1569); 

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat 
Nomor 142 ) ;  

9.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat 
Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat 
Nomor 175 ) ;  



Menetapkan : 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EV ALUASI 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI 
LNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT. 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Lombok Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat. 

4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten 
Lombok Barat. 

6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban 
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui 
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah. 

7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
selanjutnya disebut Evaluasi AKIP adalah aktivitas 
analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, 
apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta 
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna 
peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja 
instansi pemerintah. 

8 . Lembar Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE 
adalah suatu ketetapan macam dan jenis pertanyaan a tau 
isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing 
komponen dan sub komponen. 

9. Laporan Hasil Evaluasi adalah yang selanjutnya disingkat 
LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, 
uraian hasil, permasalahan atau temuan hasil evaluasi 
dan saran perbaikan atas penerapan AKIP pada 
evaluatan. 

10. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang 
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik 
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang 
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instans' y 
pemerintah. \J 
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BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

( 1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan 
untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam 
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat 
sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah. 

(2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan 
untuk: 

a. memperoleh informasi mengenai 
SAKIP; 

b. menilai tingkat implementasi SAKIP; 

c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 

d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan 
AKIP; dan 

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 
periode sebelumnya. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, antara lain mencakup: 

a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang 
akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang 
berkesinambungan; 

b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan 
berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam 
penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; 

c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan 
kualitas atas pencapaian kinerja, baik 
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ 
penyempumaannya yang memberikan dampak besar 
dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai 
kinerja berikutnya; 

d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang 
memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan 
implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi 
kinerja; dan 

e. penilaian capaian kinerja atas output atau outcome serta 

kinerja lainnya. 

BAB III 

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP 

Pasal 4 

( 1 )  Bupati melaksanakan Evaluasi AKIP unit kerja di 
lingkungan Perangkat Daerah. 

implementasi 
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(2) Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling 
lambat pada bulan Maret tahun berikutnya. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
oleh tim evaluator yang dibentuk dengan Keputusan 
Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 

a. penanggung jawab; 

b. pengawas; 

c. ketua tim; dan 

d. anggota, 

(4) Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan Lembar Kerja 
Evaluasi (LKE). 

Pasal 5 

( 1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP dilakukan melalui 2 ( dua) 
tahapan, yaitu: 

a. tahapan pra evaluasi AKIP; dan 

b. tahapan pelaksanaan evaluasi AKIP. 

(2) Dalam tahapan pra evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf a terdapat beberapa data/informasi 
yang dikumpulkan, antara lain: 

a. peraturan perundangan yang mendasari; 

b. mandat; 

c. tugas, fungsi, dan kewenangan; 

d. struktur organisasi; 

e. hubungan/koordinasi dengan organisasi lain; 

f. permasalahan dan isu strategis; 

g. kinerja utama (sasaran strategis dan indikator 
kinerja); 

h. aktivitas utama; 

i. sumber pembiayaan; 

j .  capaian kinerja beserta dengan analisis capaian 
kinerja; dan 

k. sistem informasi kinerja yang digunakan. 

(3) Tahapan pelaksanaan evaluasi AKIP sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas: 
a. penetapan variabel dan bobot penilaian; 
b. evaluator AKIP; 
c. evaluatan AKIP; 
d. pengisian LKE AKIP; 
e. penyimpulan data dan informasi setelah pengisian 

LKE ;dan 

f. pemantauan berkelanjutan. 

(4) Pedoman pelaksanaan evaluasi AKIP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) ,  tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 6 

( 1) Pelaksanaan evaluasi AK.IP yang telah memperoleh basil, 
dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani oleh 
Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab evaluasi 
AKIP. 

(2) LHE diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja 
setelah selesai pelaksanaan Evaluasi AK.IP. 

Pasal 7 

Bupati melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan 
supervisi basil Evaluasi AK.IP. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

Ditetapkan di Gerung 
pada tanggal 10 Juli 2023 

1 
"BUPATI LOMBOK BARAT f- 

k{ FAUZA KHALID 

Diundangkan di Gerung 
pada tanggal 10 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
J- KABUPATEN LOMBOK BARAT, 

H. ILHAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 344 


